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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

1. BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIRO PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

J
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBTANSI
KERJASAMA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KESEJAHTERAAN RAKYAT

DAERAH

]

UNIT SUBSTANSI
UNIT SUBSTANSI
UNIT SUBSTANSI
| | KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN || PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI |
SARANA DAN PRASARANA
DAERAH, FASILITASI
PIHAK KETIGA SPIRITUAL
ADMINISTRASI KEPALA DAERAH
DAN DPRD
UNIT SUBSTANSI || | UNIT SUBSTANSI
—  KERJASAMA DAERAH DENGAN UNIT SUBTANSI KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL
BADAN USAHA /SWASTA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN FASILITASI PENATAAN
WILAYAH
UNIT SUBSTANSI SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI
— KERJASAMA LUAR NEGERI — TATA USAHA BIRO —  KESRA PELAYANAN DASAR DAN
NON PELAYANAN DASAR




2. BIRO HUKUM

BIRO HUKUM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UNIT SUBSTANSI
PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN/KOTA

]

|

BAGIAN
BANTUAN HUKUM DAN HAM

UNIT SUBSTANSI
FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM PENGATURAN

UNIT SUBSTANSI
FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK
HUKUM KABUPATEN/KOTA
WILAYAH I

UNIT SUBSTANSI
FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM PENETAPAN

UNIT SUBSTANSI
FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK
HUKUM KABUPATEN/KOTA
WILAYAH II

UNIT SUBSTANSI
PENDOKUMENTASIAN PRODUK
HUKUM DAN NASKAH HUKUM

LAINNYA

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

UNIT SUBTANSI

- FASILITASI PENYELESAIAN
MASALAH HUKUM

UNIT SUBSTANSI
1 FASILITASI PENYELESAIAN
MASALAH HUKUM NON LITIGASI

UNIT SUBSTANSI
HAM DAN
PENYULUHAN HUKUM




3. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEREKONOMIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN

PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

BAGIAN
PENGELOLA PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA, PEMBINAAN DAN ADVOKASI
PENGADAAN BARANG/JASA

SUBSTANSI
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

UNIT SUBSTANSI
LPSE

UNIT SUBSTANSI
PENGELOLA SISTEM INFORMASI
DAN PEMANTAUAN PENGADAAN

BARANG/JASA

UNIT SUBSTANSI
STRATEGI DAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA

UNIT SUBSTANSI
PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN
BARANG/JASA

UNIT SUBSTANSI
PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PENGADAAN BARANG/JASA

UNIT SUBSTANSI EKONOMI MAKRO,
MIKRO DAN SUMBER DAYA ALAM

UNIT SUBSTANSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT SUBSTANSI
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAERAH




4. BIRO ORGANISASI

BIRO ORGANISASI

|
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
|
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN BAGIAN BAGIAN
ANALISIS JABATAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA LAKSANA
AKUNTABILITAS KINERJA DAN PERPUSTAKAAN

UNIT SUBSTANSI

—| KELEMBAGAAN PROVINSI — UNIT SUBSTANSI SUB BAGIAN

REFORMASI BIROKRASI | TATA USAHA BIRO

- UNIT SUBSTANSI - UNIT SUBSTANSI | PSILQJPBU]_;ATii?Al\j\N
KELEMBAGAAN KAB/KOTA AKUNTABILITAS KINERJA

UNIT SUBSTANSI

UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI TATA LAKSANA PEMERINTAHAN
|  ANALISIS DAN FORMASI N BUDAYA KERJA
JABATAN
UNIT SUBSTANSI

PELAYANAN PUBLIK




5. BIRO UMUM DAN PROTOKOL

BIRO UMUM DAN PROTOKOL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
RUMAH TANGGA

BAGIAN
ADMINISTRASI KEUANGAN, ASET
DAN KEARSIPAN

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

UNIT SUBSTANSI
URUSAN RUMAH TANGGA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

UNIT SUBSTANSI
URUSAN DALAM

BAGIAN
PROTOKOL

SUB BAGIAN
KEARSIPAN

UNIT SUBSTANSI
MATERI DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN

UNIT SUBSTANSI
KEUANGAN DAN VERIFIKASI SETDA

UNIT SUBSTANSI
AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN
. ASET SETDA

UNIT SUBSTANSI
ACARA

UNIT SUBSTANSI

PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN
PEMELIHARAAN ASET SETDA

UNIT SUBSTANSI
PENYAMBUTAN




B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN
PERSIDANGAN DAN FASILITASI
| | FUNGSI DPRD
|
SUB BAGIAN

TATA USAHA, KEPEGAWAIAN, ng& SXEZ\F ﬁNDS/iN UNIT SUBSTANSI

PERSIDANGAN DAN RISALAH
HUMAS, DAN PROTOKOL PENGANGGARAN
UNIT SUBSTANSI
PERLSNNéTKigfﬁTﬁgg DAN UNIT SUBSTANSI FASILITASI PERDA,
’ ) BELANJA, AKUNTANSI, PENGANGGARAN DAN

KERUMAHTANGGAAN

DAN PELAPORAN PENGAWASAN




C. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT
DAERAH
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI

UMUM DAN ANALISIS DAN KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI PERENCANAAN

| | | |
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
PEMBANTU WILAYAH PEMBANTU WILAYAH PEMBANTU WILAYAH PEMBANTU WILAYAH PEMBANTU WILAYAH
I I 111 v A




D. STRUKTUR ORGANISASI DINAS

1. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PEMBINAAN SMA

UNIT SUBSTANSI
KURIKULUM DAN
PEMBELAJARAN SMA

PEMBINAAN SMK

PEMBINAAN PK DAN PLK

PEMBINAAN GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

UNIT SUBSTANSI
KURIKULUM DAN
PEMBELAJARAN SMK

UNIT SUBSTANSI
KELEMBAGAAN DAN
SARANA PRASARANA SMA

UNIT SUBSTANSI
KELEMBAGAAN DAN
SARANA PRASARANA SMK

UNIT SUBSTANSI

KURIKULUM DAN

PEMBELAJARAN
PK DAN PLK

UNIT SUBSTANSI
PESERTA DIDIK DAN
PEMBANGUNAN KARAKTER
SMA

UNIT SUBSTANSI
PESERTA DIDIK DAN
PEMBANGUNAN KARAKTER
SMK

UNIT SUBSTANSI
KELEMBAGAAN DAN
SARANA PRASARANA

PK DAN PLK

UNIT SUBSTANSI
PESERTA DIDIK DAN
PEMBANGUNAN KARAKTER
PK DAN PLK

UPTD DAN SATUAN

PENDIDIKAN

UNIT SUBSTANSI
PEMBINAAN GURU

UNIT SUBSTANSI
| PEMBINAAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

UNIT SUBSTANSI
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA

UNIT SUBSTANSI
KESEJAHTERAAN GURU
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

UNIT SUBSTANSI
PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

UNIT SUBSTANSI
PENINGKATAN PRESTASI
OLAHRAGA




2. DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

UNIT SUBSTANSI
PENYUSUNAN PROGRAM,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

UNIT SUBSTANSI
KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

KESEHATAN MASYARAKAT

PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT

PELAYANAN KESEHATAN

SUMBER DAYA KESEHATAN

]

]

]

— UNIT SUBSTANSI

PROMOSI DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

UNIT SUBSTANSI
PENCEGAHAN DAN

— PENGENDALIAN

PENYAKIT TIDAK
MENULAR DAN
KESEHATAN JIWA

UNIT SUBSTANSI
JAMINAN KESEHATAN
DAN MUTU PELAYANAN

KESEHATAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KESEHATAN KELUARGA || SURVEILANS DAN | PELAYANAN KESEHATAN | | | KEFARMASIAN
DAN GIZI IMUNISASI PRIMER DAN
KESEHATAN
TRADISIONAL
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
KESEHATAN - PENCEGAHAN DAN | PELAYANAN KESEHATAN | [ SUMB];:(IE;)]S::TX?NUSIA
LINGKUNGAN, PENGENDALIAN RUJUKAN
KESEHATAN KERJA DAN PENYAKIT MENULAR
OLAHRAGA

UNIT SUBSTANSI

ALAT KESEHATAN DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
RUMAH TAMGGA




3. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIAT
1
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SOSIAL PENANGANAN FAKIR MISKIN PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
—-{  PERLINDUNGAN SOSIAL PEMBERDAYAAN — REHABILITASI SOSIAL — PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |—{ HAK SIPIL DAN LINGKUNGAN
— SOSIAL,KEPAHLAWANAN,
KORBAN BENCANA ALAM EPERINITEAN KaaE AR AN ANAN, PENYANDANG DISABILITAS KELUARGA
DAN RESTORASI SOSIAL
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
| PERLINDUNGAN SOSIAL PENDATAAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK — PERLINDUNGAN HAK — KESEHATAN DASAR,
KORBAN BENCANA SOSIAL | PENANGANAN FAKIR MISKIN ] DAN LANJUT USIA PEREMPUAN PENDIDIKAN DAN
KESEJAHTERAAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
JAMINAN SOSIAL KELUARGA PENGELOLAAN SUMBER REHABILITASI SOSIAL TUNA DATA DAN INFORMASI PERLINDUNGAN KHUSUS
— '—  DANA BANTUAN SOSIAL — SOSIAL | GENDER — ANAK

UPTD




4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL |
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN USAHA KESWADAYAAN DAN FASILITASI PELAYANAN PENATAAN PENDUDUK
EKONOMI MASYARAKAT LEMBAGA ADMINISTRASI DAN KELUARGA
DAN KAWASAN KEMASYARAKATAN KEPENDUDUKAN BERENCANA
PERDESAAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
|| PENATAAN DAN || PENGEMBANGAN | FASILITASI | BINA APARATUR PENATAAN PENDUDUK
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PEMBERDAYAAN PENDAFTARAN —
KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT DESA KESEJAHTERAAN PENDUDUK
PEMERINTAHAN DESA KELUARGA
UNIT SUBSTANSI
| UNI}T:VS&‘?;TS/}NSI | PENGEMBANGAN || UNIT SUBSTANSI || UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
PERKEMBANGAN DESA SUMBER DAYA ALAM DAN KESWADAYAAN BINA APARATUR PEMBINAAN KELUARGA
TEKNOLOGI TEPAT GUNA MASYARAKAT DAN PENCATATAN SIPIL — BERENCANA
PENATAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
L] UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
— UNIT SUBSTANSI
KEI}DEIEI\I(?EI\];%IA?VAESET FASILITASI KERJASAMA | |_| UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI PENGELOLAAN DATA
DESA DAN KAWASAN FASILITASI PELAYANAN | —| MONITORING, EVALUASI | L—| kplUARGA BERENCANA
PEMERINTAHAN DESA PERDESAAN DASAR DAN DOKUMENTASI




5. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
DAN STATISTIK

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ |
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PUBLIKASI DAN INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR PERSANDIAN STATISTIK
DOKUMENTASI KOMUNIKASI PUBLIK DAN APLIKASI
INFORMATIKA

1

]

]

1

UNIT SUBSTANSI
PELIPUTAN DAN
DOKUMENTASI

UNIT SUBSTANSI
LAYANAN DAN
PENGELOLAAN

INFORMASI PUBLIK

UNIT SUBSTANSI
INFRASTRUKTUR DAN
TEKNOLOGI

UNIT SUBSTANSI
TATA KELOLA
PERSANDIAN

UNIT SUBSTANSI
PENGUMPULAN DATA
STATISTIK

UNIT SUBSTANSI
- PRODUKSI KREATIF

UNIT SUBSTANSI
KEMITRAAN DAN
SUMBER DAYA
KOMUNIKASI PUBLIK

UNIT SUBSTANSI
JARINGAN INTRANET
DAN LAYANAN INTERNET

UNIT SUBSTANSI
| | LAYANAN PERSANDIAN

UNIT SUBSTANSI
| | PENGOLAHAN DATA DAN
ANALISIS STATISTIK

UNIT SUBSTANSI
- PUBLIKASI

UNIT SUBSTANSI

- OPINI PUBLIK

UNIT SUBSTANSI
L_]| APLIKASI INFORMATIKA

UNIT SUBSTANSI

UPTD

PENGAWASAN DAN
EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN

UNIT SUBSTANSI

PUBLIKASI DATA
STATISTIK




6. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

BIDANG SUMBER

SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
[ [ [ [ [ |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN PERTERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL

DAYA PERTANIAN

DAN HORTIKULTURA

UNIT SUBSTANSI
KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN

UNIT SUBSTANSI
SARANA
— PRODUKSI
TANAMAN
PANGAN DAN

HORTIKULTURA

— UNIT SUBSTANSI

PENYELENGARAAN
PENYULUHAN

UNIT SUBSTANSI LAHAN
DAN IRIGASI
PERTANIAN

UNIT SUBSTANSI
PRODUKSI
TANAMAN
PANGAN

UNIT
SUBSTANSI
PRODUKSI

TANAMAN
| HORTIKULTURA

KESEHATAN HEWAN

PERTANIAN

UNIT SUBSTANSI
SARANA
PERKEBUNAN

UNIT SUBSTANSI
PRODUKSI
| TERNAK

UNIT SUBSTANSI

UNIT SUBSTANSI
PRODUKSI
PERKEBUNAN

PAKAN,
PRASARANA DAN
— SARANA

UNIT SUBSTANSI

UNIT SUBSTANSI
KELEMBAGAAN
PERKEBUNAN

KESEHATAN
HEWAN DAN
KESEHATAN

MASYARAKAT
VETERINER

UNIT SUBSTANSI
PENGANEKARAGAMAN

— KONSUMSI DAN

KEAMANAN PANGAN

UNIT SUBSTANSI PASCA
PANEN DAN
PENGOLAHAN HASIL
PERTANIAN

UNIT SUBSTANSI
DISTRIBUSI DAN
STABILITAS PANGAN

UNIT SUBSTANSI
KETERSEDIAAN DAN

UPTD

__| PENANGANAN RAWAN
PANGAN

UNIT SUBSTANSI
STANDARISASI MUTU

— DAN KEAMANAN

PANGAN

UNIT SUBSTANSI
KELEMBAGAAN USAHA,
INVESTASI DAN

— PEMASARAN




7. DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

1

SEKSI
KETERTIBAN LALU LINTAS
JALAN

SEKSI
KESELAMATAN LALU
LINTAS JALAN

UNIT SUBSTANSI
MANAJEMEN DAN
— REKAYASA
LALU LINTAS JALAN

SEKSI TATA LAKSANA

|

]

SEKSI

SEKSI PERENCANAAN

ANGKUTAN JALAN | ANGKUTAN PELAYARAN - MULTIMODA
SEKSI SEKSI SEKSI
SARANA ANGKUTAN JALAN | | KEPELABUHANAN | | PENGEMBANGAN
MULTIMODA

UNIT SUBSTANSI
PENGENDALIAN
ANGKUTAN JALAN

UNIT SUBSTANSI

—  JARINGAN PELAYARAN

UNIT SUBSTANSI

- PENGENDALIAN
MULTIMODA

UPTD

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | |

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN

KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
LALU LINTAS JALAN ANGKUTAN JALAN PELAYARAN KETERPADUAN MODA




8. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

UNIT SUBSTANSI
PENYUSUNAN PROGRAM,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

BIDANG
KELEMBAGAAN
KOPERASI

BIDANG
PENGAWASAN
KOPERASI

BIDANG
PEMBERDAYAAN
KOPERASI

BIDANG
PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH

]

|

]

UNIT SUBSTANSI

— PENYULUHAN, BADAN

HUKUM, DAN PERIZINAN
KOPERASI

UNIT SUBSTANSI
— KEPATUHAN DAN
PENERAPAN SANKSI

UNIT SUBSTANSI
PRODUKSI DAN ANEKA
USAHA KOPERASI

UNIT SUBSTANSI
PENUMBUHAN DAN DATA
USAHA KECIL MENENGAH

UNIT SUBSTANSI
ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA

UNIT SUBSTANSI
|| PEMERIKSAAN ||

KELEMBAGAAN KOPERASI
DAN KSP/USP

UNIT SUBSTANSI
PERMODALAN KOPERASI

UNIT SUBSTANSI
PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN USAHA
KECIL MENENGAH

UNIT SUBSTANSI
DATA DAN PUBLIKASI
KOPERASI

UNIT SUBSTANSI
PENILAIAN KESEHATAN

KSP/USP KOPERASI

UNIT SUBSTANSI

PEMASARAN DAN

JARINGAN USAHA
KOPERASI

UNIT SUBSTANSI
PERLINDUNGAN DAN
PEMBINAAN USAHA KECIL
MENENGAH

UPTD




9. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

]

]

UNIT SUBSTANSI
I INDUSTRI AGRO

UNIT SUBSTANSI

I SARANA DAN PELAKU

DISTRIBUSI

UNIT SUBSTANSI
|__| PENGAWASAN BARANG DAN
JASA

UNIT SUBSTANSI
EKSPOR

UNIT SUBSTANSI
INDUSTRI ANEKA DAN
KERAJINAN

UNIT SUBSTANSI
INDUSTRI LOGAM, MESIN
DAN ELEKTRONIKA

UNIT SUBSTANSI
PENGENDALIAN BARANG
POKOK DAN BARANG
PENTING

UNIT SUBSTANSI
KELEMBGAAN DAN
PEMBERDAYAAN
KONSUMEN

UNIT SUBSTANSI
—] IMPOR

UNIT SUBSTANSI
PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI

UNIT SUBSTANSI

— TERTIB NIAGA

UNIT SUBSTANSI

- PROMOSI

UPTD

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL I |
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN PENYUSUNAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUASI
DAN PELAPORAN
| | | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN LUAR
NEGERI KONSUMEN DAN NEGERI
TERTIB NIAGA




10. DINAS KEBUDAYAAN

DINAS KEBUDAYAAN

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | |
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG SEJARAH DAN
CAGAR BUDAYA DAN TRADISI DAN WARISAN KESENIAN DOKUMENTASI
PERMUSEUMAN BUDAYA KEBUDAYAAN
UNIT SUBSTANSI
- UNIT SUBSTANSI | | PELESTARIAN WARISAN | | UNIT SUBSTANSI i UNIT SUBSTANSI
CAGAR BUDAYA BUDAYA SENI PERTUNJUKAN SEJARAH
UNIT SUBSTANSI
- UNIT SUBSTANSI - UNIT SUBSTANSI | | UNIT SUBSTANSI - RESTORASI DAN
PERMUSEUMAN NILAI TRADISI SENI RUPA DAN MEDIA PENGEMBANGAN SASTRA
DAERAH
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UNIT SUBSTANSI
L PEMBINAAN TENAGA L PEMBINAAN TENAGA, PEMBINAAN TENAGA L_| PEMBINAAN TENAGA DAN
CAGAR BUDAYA DAN LEMBAGA DAN PRANATA ] KESENIAN LEMBAGA SEJARAH LOKAL
PERMUSEUMAN TRADISI

UPTD




11. DINAS PARIWISATA

DINAS PARIWISATA

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
DESTINASI PARIWISATA PENGEMBANGAN PEMASARAN INDUSTRI PARIWISATA
KELEMBAGAAN DAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SDM
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
| | PENGEMBANGAN | | PENGEMBANGAN | PROMOSI | | USAHA PARIWISATA
DAYA TARIK WISATA KELEMBAGAAN
PROVINSI
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
PENGEMBANGAN KAWASAN || PENGEMBANGAN | | PENGEMBANGAN PASAR | | STANDAR DAN SERTIFIKASI
STRATEGIS PARIWISATA SDM PARTWISATA USAHA
PROVINSI
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
|| PENGEMBANGAN DESTINASI L PENGEMBANGAN | SARANA PROMOSI DAN | EKONOMI KREATIF
PARIWISATA PROVINSI SDM EKRAF KOMUNIKASI DIGITAL
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12. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL

SEKRETARIAT

UNIT SUBSTANSI
PENYUSUNAN PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN

UNIT SUBSTANSI
KEUANGAN

PRODUKTIVITAS

PENYELESAIAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PELATIHAN DAN BINA HUBUNGAN PERLUASAN KESEMPATAN ENERGI DAN SUMBER
PRODUKTIVITAS INDUSTRIAL DAN KERJA DAN TRANSMIGRASI DAYA MINERAL
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
SEKSI SEKSI S‘;ZKSIT UNIT SUBSTANSI
- PELATIHAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | KEEEZ%“}’[\;AP@ Gg;‘g‘;'a an | | TEKNIK ENERGI DAN
PEMAGANGAN DAN KESEJAHTERAAN PENGGUNAAN TENAGA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJA
KERJA ASING
SEKSI oENGA WSAESIXSNI NORMA SEKSI UNIT SUBSTANSI
| |  STANDARISASI DAN | | PERLUASAN KESEMPATAN | ||
SERTIFIKASI KERJA, KESELAMATAN, DAN KERJA PERTAMBANGAN
KESEHATAN KERJA
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI SEKSI UNIT SUBSTANSI
| PENGEMBANGAN DAN KELEMBAGAAN DAN | TRANSMIGRASI

— GEOLOGI LINGKUNGAN
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13. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG KETERTIBAN UMUM BIDANG BIDANG
PENEGAKAN HUKUM DAN KETENTERAMAN SUMBER DAYA APARATUR PERLINDUNGAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PEMBINAAN DAN — OPERASI DAN | |  PENINGKATAN KAPASITAS 1 OPERASIONAL LINMAS
SUMBER DAYA APARATUR/
PENGAWASAN PENGENDALIAN MANUSIA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
—| PENYELIDIKAN DAN —| PENGAMANAN DAN I  TEKNIS FUNGSIONAL —| BINA POTENSI
PENYIDIKAN PENGAWALAN MASYARAKAT
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
L KERJASAMA DAN L INTELIJEN L DATA DAN —{ BINA PERLINDUNGAN
EVALUASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT




14.

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

DINAS PEMAJUAN

MASYARAKAT ADAT
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ |
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBINAAN PEMBINAAN PEMAJUAN PEMBINAAN
PEMERINTAHAN DESA PEREKONOMIAN DESA HUKUM ADAT PEMBANGUNAN DESA
ADAT ADAT ADAT

|

|

UNIT SUBSTANSI
KERJASAMA DAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
DESA ADAT

UNIT SUBSTANSI
PEMBINAAN LPD

UNIT SUBSTANSI
PEMBINAAN DAN
REGISTRASI HUKUM ADAT

UNIT SUBSTANSI
| | PEMBINAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA ADAT

UNIT SUBSTANSI
PEMBINAAN LEMBAGA
ADAT

UNIT SUBSTANSI
PEMBINAAN BUPDA

UNIT SUBSTANSI
FASILITASI PENYELESAIAN
MASALAH ADAT

UNIT SUBSTANSI

| | PEMBINAAN PENATAAN DAN

INFORMASI PEMBANGUNAN
DESA ADAT

UNIT SUBSTANSI
— | PEMBINAAN TATA KELOLA
KEUANGAN DESA ADAT

UNIT SUBSTANSI
KERJASAMA
PEREKONOMIAN
DESA ADAT

UNIT SUBSTANSI

PEMASYARAKATAN PRODUK
HUKUM ADAT

UNIT SUBSTANSI

PEMBINAAN LEMBAGA
TRADISI




15. DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEHUTANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

]

|

|

UNIT SUBSTANSI
PENGEMBANGAN DAN
PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN

UNIT SUBSTANSI
PENGELOLAAN DAERAH
1 ALIRAN SUNGAI

UNIT SUBSTANSI

DAMPAK LINGKUNGAN

PERENCANAAN DAN KAJIAN

UNIT SUBSTANSI
PENGELOLAN SAMPAH DAN
LIMBAH B3

UNIT SUBSTANSI
PEMANFAATAN DAN
PENATAUSAHAAN HASIL
HUTAN

UNIT SUBSTANSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PENYULUHAN KEHUTANAN

UNIT SUBSTANSI
PENGADUAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN

UNIT SUBSTANSI
PENGENDALIAN PENCEMARAN
— DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN

UNIT SUBSTANSI
PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM, DAN EKOSISTEM

UNIT SUBSTANSI
BINA USAHA PERHUTANAN

SOSIAL

UNIT SUBSTANSI
PENINGKATAN KAPASITAS

UNIT SUBSTANSI

PEMULIHAN, PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN DAN
PERUBAHAN IKLIM

UPTD

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL [ I ]
UNIT SUBSTANSI SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI
KEUANGAN UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM,
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN DAERAH PENATAAN. PENAATAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
PENGGUNAAN, PERLINDUNGAN HUTAN g B3, PENGENDALIAN PENCEMARAN,
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, ALIRAN SUNGAI DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DAN EKOSISTEM PEMBERDAYAAN HIDUP
MASYARAKAT




16. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN I
FUNGSIONAL | | |
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN PENYUSUNAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUASI
DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
SUMBER DAYA AIR BINA MARGA CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI TATA RUANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN DAN PENGATURAN PENGATURAN DAN PENDATAAN PERENCANAAN
. AIR | PENINGKATAN JALAN DAN m PENGENDALIAN ]  PENYELENGGARAN JASA [~ PEMBINAAN TATA RUANG — DAN PERTANAHAN
JEMBATAN KONSTRUKSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI UNIT SUBSTANSI
OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRESERVASI JALAN DAN PENATAAN BANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PENGENDALIAN DAN PERUMAHAN
] SUMBER DAYA AIR 1 JEMBATAN o LINGKUNGAN | PENYELENGGARAAN JASA | PENERTIBAN TATA RUANG 1
KONSTRUKSI
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
|| PELAKSANAAN SUMBER DAYA L | UNIT SUBSTANSI L | PENGEMBANGAN SPAM DAN L | PENGAWASAN - PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERMUKIMAN
AIR PERENCANAAN TEKNIS DAN PLP PENYELENGGARAAN JASA ]
EVALUASI KONSTRUKSI

UPTD




17. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI SUB BAGIAN
UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG KELAUTAN BIDANG PERIKANAN BIDANG BIDANG
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
| | PERIKANAN PERIKANAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
TATA RUANG LAUT — PERIKANAN TANGKAP PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN — PERIKANAN BUDIDAYA UNIT SUBSTANSI
PULAUPULAD KICIL PEMASARAN HASIL PERIKANAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
PENGENDALIAN RUANG LAUT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN UNIT SUBSTANSI
MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIT SUBSTANSI PENGAWASAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
— USAHA DAN INVESTASI HASIL PERIKANAN

UPTD




18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

UNIT SUBSTANSI

UNIT SUBSTANSI

UNIT SUBSTANSI
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

UNIT SUBSTANSI

PROMOSI PENANAMAN

MODAL

UNIT SUBSTANSI
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

UNIT SUBSTANSI
PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL

UNIT SUBSTANSI

NONPERIZINAN A

PELAYANAN
PERIZINAN DAN

]

1

1

|

UNIT SUBSTANSI
DEREGULASI PENANAMAN
MODAL DAERAH

UNIT SUBSTANSI
PENGEMBANGAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL

UNIT SUBSTANSI

— PEMANTAUAN

PELAKSANAAN PENANAMAN
MODALT.

UNIT SUBSTANSI
VERIFIKASI DAN
PENGOLAHAN DATA

UNIT SUBSTANSI

PELAYANAN PERIZINAN —

DAN NONPERIZINAN A/I

UNIT SUBSTANSI
PELAYANAN
PERZINAN DAN
NONPERIZINAN B

PELAYANAN
PERZINAN DAN
NONPERIZINAN C

PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
PENGADUAN,

PENYULUHAN, DAN
PENINGKATAN LAYANAN

]

|

UNIT SUBSTANSI
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN B/I

UNIT SUBSTANSI
PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN C/I

UNIT SUBSTANSI
PENGADUAN DAN
INFORMASI LAYANAN

UNIT SUBSTANSI
PENGEMBANGAN POTENSI
DAERAH

UNIT SUBSTANSI
PAMERAN DAN SARANA
PROMOSI PENANAMAN MODAL

UNIT SUBSTANSI
PEMBERDAYAAN USAHA
DAERAH

UNIT SUBSTANSI
PELAKSANAAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL

UNIT SUBSTANSI

|I—| PEMBINAAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

UNIT SUBSTANSI
ANALISIS DAN EVALUASI
DATA

UNIT SUBSTANSI

PELAYANAN PERIZINAN —

DAN NONPERIZINAN A/1I

UNIT SUBSTANSI
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN B/1I

UNIT SUBSTANSI
PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN C/II

UNIT SUBSTANSI
PENYULUHAN DAN
KONSULTASI LAYANAN

UNIT SUBSTANSI

- PENGAWASAN

PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

UNIT SUBSTANSI
INFORMASI DAN
PELAPORAN DATA

UNIT SUBSTANSI

PELAYANAN PERIZINAN -

DAN NONPERIZINAN A/III

UNIT SUBSTANSI
PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN B/III

UNIT SUBSTANSI
PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN C/1II

UNIT SUBSTANSI

— PENINGKATAN DAN
PELAPORAN LAYANAN
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN PROVINSI
1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN UNIT SUBSTANSI SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN MANUSIA DAYA ALAM
| |

UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI

PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN EKONOMI PRASARANA PERHUBUNGAN DAN

PENDANAAN

UNIT SUBSTANSI
DATA DAN INFORMASI

UNIT SUBSTANSI
PEMBANGUNAN MANUSIA

UNIT SUBSTANSI
PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN

PELAPORAN

KOMUNIKASI INFORMASI

UNIT SUBSTANSI
SUMBER DAYA ALAM

UNIT SUBSTANSI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

UNIT SUBSTANSI
PRASARANA PEKERJAAN UMUM

UNIT SUBSTANSI

KEUANGAN DAN INVESTASI

UNIT SUBSTANSI
LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH




2. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL |
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI KEUANGAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN PROGRAM
EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH PENGEMBANGAN INOVASI DAN
PERATURAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- UNIT SUBSTANSI
PEMERINTAHAN

UNIT SUBSTANSI
PEMERINTAHAN DESA

UNIT SUBSTANSI
DATA DAN PENGKAJIAN
PERATURAN

— UNIT SUBSTANSI
PANGAN, SANDANG
DAN PAPAN

UNIT SUBSTANSI
PENDIDIKAN, KESEHATAN, JAMINAN
1 SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN

UNIT SUBSTANSI

ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI,
BUDAYA DAN PARIWISATA

]

UNIT SUBSTANSI
INFRASTRUKTUR

UNIT SUBSTANSI
PENDAFTARAN DAN PEMELIHARAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

UNIT SUBSTANSI
EKONOMI

UNIT SUBSTANSI
PENGEMBANGAN INOVASI DAN
TEKNOLOGI

UNIT SUBSTANSI
KEAMANAN

UNIT SUBSTANSI
INTERMEDIASI, DIFUSI DAN
KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL




3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG SERTIFIKASI
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN PENGEMBANGAN APARATUR MUTASI DAN PROMOSI PENILAIAN KINERJA KOMPETENSI DAN
DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN APARATUR DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
PENGHARGAAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI || SERTIIJgI;-ASS?igql;?g]?]I‘ENSI
— PERENCANAAN DAN — PENGEMBANGAN — MUTASI — PENILAIAN DAN EVALUASI
PENGADAAN KOMPETENSI KINERJA APARATUR
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI L | e S A < bAN
] PEMBERHENTIAN DAN | PEMBINAAN KARIER - KEPANGKATAN - PENGHARGAAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI
FASILITASI LAYANAN ASN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI - PEI\IUGI\]IEIE OSIEJA?S\ITQII\IJ;[IBER
—] DATA DAN SISTEM —| JABATAN FUNGSIONAL — PROMOSI — DISIPLIN BELAJAR DAN KERJASAMA
INFORMASI
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4. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | |
SUB BAGIAN UMUM UNIT SUBSTANSI PENYUSUNAN
PROGRAM, KEUANGAN, EVALUASI DAN
DAN KEPEGAWAIAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG PERBENDAHARAAN, BIDANG
PERENCANAAN ANGGARAN AKUNTANSI, DAN PELAPORAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH, FASILITASI, EVALUASI KEUANGAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG PERENCANAAN SUB BIDANG SUB BIDANG PENGELOLAAN
— ANGGARAN DAERAH I 1 PERBENDAHARAAN I — BMD I
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG PENGELOLAAN
I FASILITASI DAN EVALUASI — AKUNTANSI DAN — BMD III
KABUPATEN/KOTA PELAPORAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
L_| PERENCANAAN ANGGARAN L [ PERBENDAHARAAN II |  PENGELOLAAN BMD II
DAERAH II
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5. BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

UNIT SUBSTANSI PENYUSUNAN

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN REGULASI PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI
| PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG
— REGULASI DAN KERJASAMA PENDAPATAN
DAERAH

UNIT SUBSTANSI
PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
PENDAPATAN DAERAH

KEPEGAWAIAN PROGRAM, KEUANGAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN INOVASI DAN PENGELOLAAN SISTEM
DAERAH INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG PAJAK DAERAH

SUB BIDANG NON PAJAK DAERAH
DAN PENDAPATAN DAERAH
LAINNYA

UNIT SUBSTANSI
PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN
PENDAPATAN DAERAH

UPTD

SUB BIDANG PENGEMBANGAN
STRATEGI/INOVASI DAN METODE
PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

UNIT SUBSTANSI
ANALIS DAN PELAPORAN PENDAPATAN
DAERAH




6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

UNSUR UNSUR PELAKSANA
PENGARAH PENANGGULANGAN
PENANGGULANGAN BENCANA
BENCANA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL [ I
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UNIT SUBSTANSI
EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN
[ [ |
BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK REKONSTRUKSI

UNIT SUBSTANSI
PENCEGAHAN

1

UNIT SUBSTANSI
KAJIAN DAN VERIFIKASI
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

UNIT SUBSTANSI
PENANGANAN DARURAT
BENCANA —

UNIT SUBSTANSI
KESIAPSIAGAAN

UNIT SUBSTANSI
LOGISTIK DAN PERALATAN UNIT SUBSTANSI
BANTUAN DAN MONEV

REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

UPTD




7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN | I |
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL POLITIK DALAM NEGERI IDEOLOGI, WAWASAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL
DAN PENANGANAN KONFLIK KEBANGSAAN, DAN BUDAYA, AGAMA DAN
DAERAH KARAKTER BANGSA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
KEWASPADAAN DINI DAN || PENDIDIKAN POLITIK DAN | IDEOLOGI DAN WAWASAN | KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL
KERJASAMA INTELIJEN PENINGKATAN DEMOKRASI KEBANGSAAN BUDAYA, AGAMA
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
PENANGANAN KONFLIK L FASILITASI KELEMBAGAAN BELA NEGARA DAN KARAKTER L_|  ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN BANGSA
PARTAI POLITIK




8. BADAN PENGHUBUNG

BADAN PENGHUBUNG

SUB BAGIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

TATA USAHA

SUB BIDANG SUB BIDANG
HUBUNGAN ANTAR PROMOSI DAN
LEMBAGA INFORMASI

Salinan sesuai dengan aslinya

SUB BIDANG
PELAYANAN DAN
RUMAH TANGGA

PIMPINAN

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER



